PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
SEKRETARIAT JENDERAL

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
	No
	Agenda Kebijakan *)
	Program Utama *)
	Sasaran *)
	Indikator Kinerja Output **)
	Indikator Kinerja Outcome **)
	Anggaran

(Ribu Rp.) **)

	
	
	
	
	Uraian
	Target
	Uraian
	Target
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1.
	Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di kawasan perbatasan, daerah terisolir, daerah konflik dan daerah bencana dan rawan bencana  untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
	1.   Pengembangan penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum di daerah konflik, daerah terisolir, daerah rawan bencana dan daerah rawan bencana yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
	1.   Terpenuhinya standar kompetensi jabatan struktural


	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklatpim dan Prajab    


	1. 10 Angkatan  Diklatpim I-IV

2. 15 Angkatan Diklat Prajabatan 
	Jumlah pegawai yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui: 

· Diklatpim I, II, 

· III dan IV

· Diklat Prajab
	1. Diklatpim  260 orang,

2. Diklat Prajabatan III = 505 orang, Diklat Prajabatan II 121 orang
	2.641.475



	
	
	
	2.  Tersedianya dukungan penanganan bencana dan konflik sosial


	1. Jumlah kegiatan tanggap darurat CK, SDA, Jalan (KSPM)


	Perbaikan Kondisi Prasarana CK, SDA, Jalan  yang rusak akibat Bencana Alam
	Prasarana CK, SDA, Jalan strategis nasional yang rusak akibat bencana alam


	
	(42.216 jt)

9.061.000 (CK)

17.079.000 (SDA)

16.076.000 (Jalan)

	
	.
	
	3.   Terwujudnya pola kelembagaan dan sistem pelayanan PU yang efektif sesuai perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan bidang ke PU an
	Jumlah kebijakan yang telah dianalisis


	1 Kebijakan


	Jumlah Kebijakan yang dapat diimplementasi


	1 Kebijakan
	200.000

	2
	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur 

mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan SDA, jalan dan jembatan serta infrastruktur perumahan dan permukiman                                                               
	1.   Meningkatnya rasio jumlah pejabat fungsional terhadap jumlah pegawai dari 20% menjadi 40%
	Jumlah Penyusunan Kurikulum / Modul Diklat Jabatan Fungsional Jalan dan Jembatan (K)


	1 Jenis Kurikulum dan modul Diklat
	Jumlah tersedianya kurikulum dan modul  diklat fungsional  Jalan dan Jembatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi jabfung jalan dan jembatan
	1 Jenis Kurikulum dan modul diklat
	600.000

	
	
	
	2.  Tersedianya informasi jabatan dan persyaratan jabatan struktural sesuai struktur organisasi Departemen PU
	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Diklat Aparatur (K) melalui web.
	1 produk
	Jumlah tersedianya sistem informasi kegiatan diklat yang dikembangkan


	1 sistem informasi Diklat 


	150.000



	
	
	
	3.  Terselenggaranya TOT Penerapan NSPM 15 Angkatan
	Jumlah TOT dan pertemuan untuk pengajar/ W.I  

1. Peningkatan Kualitas W.I melalui TOT (S)

2. Pertemuan rutin antar W.I dan struktural untuk mendiskusikan isu penting dan strategis (S)
	1 TOT dan  12 pertemuan 
	Tersedianya  pengajar/ W.I sebanyak 58 orang yang meningkat kapasitasnya
	1 kali TOT 

12 bulan pertemuan 
	214.088



	
	
	
	4.  Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program untuk 5 tahun anggaran, rapat kerja tahunan di PU dan laporan realisasi pelaksanaan program, termasuk dukungan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program


	Jumlah kegiatan evaluasi Diklat untuk mendukung pemasaran Balai  


	6 Kali monitoring dan evaluasi

5 kali roadshow daerah

3 produk publikasi
	Jumlah pemakai balai dan dukungan ”pemasaran” Balai dalam rangka diklat 
	
	981.594



	
	
	
	
	Jumlah  laporan mendukung pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program pembangunan Dep. PU 

(kegiatan DIPA)

1. Penyusunan pedoman evaluasi pencapaian sasaran pembangunan Dep. PU. (S).

2. Penyusunan profil provinsi (S).

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dep. PU (S).

4. Penyiapan bahan raker laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Dep. PU (K).

5. Pengembangan sosialisasi e- Monitoring
	1 Pedoman

33 profil provinsi

1 laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 Bahan Raker

1 Bahan sosialisasi e-monitoring
	Jumlah termanfaatkannya dokumen pemantauan dan evaluasi sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya dan masukan penilaian evaluasi kinerja

1. Peningkatan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan bidang PU

2. Tersedianya informasi pembangunan bidang PU di provinsi
3. Tersedianya informasi hasil dan permasalahan pemb. bidang PU

4. Ketersediaan bahan raker

5. Efisiensi dalam mekanisme pemantauan
	80%

100%

100%

100%

80%
	(3.150 jt)

600.000

200.000

900.000

250.000

1.200.000

	
	
	
	5.  Terwujudnya peningkatan moralitas kehidupan dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas


	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Character Buillding   


	20 orang pegawai 
	Tersedianya pegawai yang memahami Character Building
	20 orang pegawai 
	160.000

	
	
	
	6. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang PU (3 UU bidang PU, 27 PP, 168 PerMen) dan dukungan kegiatan yang diperlukan di bidang hukum.  
	Jumlah pengembangan      peraturan perundang-undangan bidang PU


	3 Pengaturan


	Tersedianya peraturan perundang-undangan: 

1. SPM

2. Tata cara Penyusunan

    Peraturan per-

    UU-an


	2 Permen


	400.000



	
	
	
	
	· Terwujudnya penyempurnaan produk kebijakan dan pengaturan 

· Meningkatnya pendayagunaan BMN
	3 Pengaturan 


	· Kepmen


	1Laporan

	2 .000.000

	
	
	
	7. Tercapainya penyelesaian sengketa hukum di tingkat Pengadilan Negeri


	1. Pengembangan Pedoman untuk  Penanganan 115 Sengketa Hukum di luar/di Lembaga Peradilan

2. Peningkatan Tenaga SDM untuk Menangani Sengketa Hukum 
	Penyusunan rancangan peraturan Menteri PU tentang Pengamanan & Perkuatan hak
2 kali
	Penyuluhan hukum


	1 Permen

60 orang


	400.000

425.000



	
	
	
	8. Terwujudnya peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan infrastruktur bidang PU yang bebas KKN
	Penyusunan peraturan pengadaan barang/jasa, dan pemahamannya, penyusunan juklak e- procurement, dan penyelesaiaan sanggahan pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen PU

	Kebijakan


	Tersedianya pedoman, pengamanan dan perkuatan hak


	Rapermen
	400.000

	
	
	
	9. Terwujudnya peningkatan kemampuan dan pemanfaatan sistem informasi pelelangan elektronik/ e- procurement dan dukungan kegiatan untuk pengelolaan sistem informasi
	Penyusunan rancangan peraturan Menteri PU tentang pengamanan dan perkuatan Hak


	Kebijakan 
	Tersedianya pedoman pengamanan dan perkuatan hak
	Rapermen 
	400.000

	
	
	
	
	Jumlah produk kegiatan yang melaksanakan sistem pelelangan elektronik / e-procurement
	11.000 produk
	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lebih transparan.


	80 %
	502.890

	
	
	
	
	Jumlah sistem database yang kompatibel  
	1 sistem
	Pemanfaatan dan pertukaran data lebih lancar dan mudah
	80 %
	303.318

	
	
	
	
	Jumlah satminkal yang terhubung jaringan PU-net.
	7 Satminkal
	Mempercepat komunikasi data dan akses informasi
	90 %
	683.794

	
	
	 Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance


	10.  Terlaksananya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik


	1. Peningkatan SDM dibidang legal drafting, kontrak, kepengacaraan, pertanahan dan management aset
2. Peningkatan SDM mengenai pemahaman peraturan perundang-undangan bidang PU


	3 kali pelatihan

4 kali pelatihan


	Tersedianya SDM yang terampil bidang  Legal Drafting, kontrak, kepengacaraan dan pertanahan

Tersedianya SDM yang terampil tentang peraturan perundang-undangan bidang PU


	60 orang

80 orang


	400.000

400.000



	
	
	
	
	3. Peningkatan SDM di bidang legal drafting, kontrak, kepengacaraan, pertanahan

4. Peningkatan Pemahaman peraturan perundang-undangan bidang PU
	3 kali pelatihan

4 kali pelatihan
	Tersedianya SDM yang terampil di bidang legal drafting, kontrak, kepengacaraan, pertanahan

Tersedianya SDM yang terampil tentang peraturan Perundang-undangan bidang PU
	60 orang

80 orang
	400.000

400.000

	
	
	
	
	5. Penyusunan pedoman kontrak jasa konstruksi


	kebijakan
	Tersedianya pedoman, kontrak jasa konstruksi
	Permen
	250.000

	
	
	
	11. Tersedianya Database Kepegawaian yang lengkap dan up to date dan dukungan kegiatan penunjang kepegawaian dan organisasi tata laksana
	1. Penyusunan Organisasi UPT Regional Dep PU

2. Penyusunan dan Sosialisasi Ortala Dep PU 

3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Dep.PU

4. Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Kepegawaian 

5. Sosialisasi Pedoman tanda penghargaan, penempatan PNS &  Standar pelayanan minimum
Penyusunan draf Kepmen Juknis tindak lanjut PP.30,PP.32,PP.10, PP.45, PP.12 Tahun 2000 untuk PNS di lingkungan Dep.PU
6. Pengembangan Jabatan Fungsional Penataan Ruang
7. Pengembangan Pedoman Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Bidang kePUan
	1 Laporan

Kepmen

1 Laporan

1 kali sosialisasi

1 Laporan

1 Laporan

4 kali Sosialisasi

1 Laporan konsep

1 Laporan

1 Laporan
	Organisasi UPT yang memenuhi kebutuhan Departemen/Satminkal 

SDM Aparatur yg dpt memahami struktur Org & Tata Kerja Departemen

Dalam pemilihan jabatan struktural dpt dilaksanakan sesuai dng kompetensi, intregritas & akseptabiltas

Memberikan pelayanan yg optimal & transparan dibidang kepegawaian (Pengembangan, 

Kenaikan Pangkat dan Pensiun ) terhadap PNS

Pemahaman Aparatur terhadap PNS dlm rangka memberikan pelayanan penghargaan dan penempatan PNS

Pemahaman Aparatur tentang Disiplin, Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai

Pemahaman Jafung Tata Ruang

Dalam melakukan Penilaian Jabatan Fungsional dapat dilaksanakan sesuai dng angka kredit yg telah ditentukan


	1 Kepmen

1 Kepmen

50 peserta/
orang

1 Konsep Kepmen

1 Konsep laporan

200 orang peserta

1 konsep Kepmen

100 peserta/
orang

125 peserta/
orang
	315,000

161,415

155,084

346,500

246,100

273,250

255,000

205,000



	
	
	
	
	8. Lokakarya Konsep Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Calon Peserta Diklatpim di lingkungan Dep.PU

9. Sosialisasi Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Ke-PU-an
10. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklatpim Tk.II)

11. Sosialisasi Pedoman Pengembangan Pegawai (Pedoman Penyusunan Kompetensi Jabatan IKAD dan EPD)
12. Penyusunan Standar Persyaratan Jabatan Struktural dalam rangka penyesuaian

13. Penyusunan Juknis Pengangkatan CPNS, Pengangkatan Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai

14. Konsinyasi/Desiminasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Kepegawaian dan Penempatan Pegawai
15. Penyusunan Pedoman sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pejabat Struktural

16. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Sebagai Tindak Lanjut Program PUPNS di Lingkungan Dep.PU
17. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Harian Proyek di lingkungan Dep.PU
	1 Laporan

3 kali lokakarya

1 Laporan

4 kali sosialisasi

1 Laporan

1 Pedoman

4 kali sosialisasi

1 Standar

1 Juknis

1 Laporan

4 kali desiminasi

1 Pedoman

1 Laporan

4 kali  sosialisasi

1 Sistem


	Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang persyaratan & tata cara penempatan calon diklatpim

Meningkatkan pemahaman Aparatur tentang pedoman pelaksanaan Jafung

Meningkatkan pengetahuan Pemahaman Aparatur tentang Diklatpim II

Meningkatkan pemahaman Aparatur tentang IKAD dan EPD

Konsep tentang persyaratan jabatan yg dapat dibahas dng unit Satminkal

Konsep tentang Pengangkatan CPNS,  Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai yg dapat dibahas dng unit Satminkal

Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan kepegawaianan dan penempatan pegawai

Konsep Pedoman Sistem Pelaporan Akuntabilitas Linerja Pejabat Struktural

Meningkatkan Pengetahuan Aparatur SIMKA sbg Tindak Lanjut Program PUPNS

Pemahaman Aparatur tentang aplikasi SIM Pegawai harian proyek


	200 orang peserta

200 orang peserta

15 orang

200 orang peserta

1 konsep Kepmen

1 Konsep Kepmen

200 orang peserta 

1 Konsep Kepmen

200 peserta/ orang

1 Sistem
	265,000

230,000

255,000

173,379

224,025

355,988

216,215

216,531

387,900

274,969

	
	
	
	12. Penyusunan dan Pengembangan  sistem informasi tentang database Pejabat inti Satuan Kerja/Kantor, PNBP, tindaklanjut LHP & PKN, Informasi Keuangan, Rekonsiliasi LRA & Neraca, Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawab-an Anggaran dan Sistem Informasi SAP dan Manajemen BUMN.
	· Pembuatan Juknis/Juklak administrasi Keuangan Negara 

· Diklat fungsional  adm keuangan dan diklat manajemen kewirausahaan BUMN dan PNBP
· Penyuluhan/penyebaran informasi di bidang sistem Akuntansi Pemerintah dan Sosialisasi  tarif PNBP

· Penyusunan Design Komputer tindak lanjut LHP, desain database PNBP 
· Pembinaan pengelolaan keuangan, PNBP, pembinaan dan evaluasi LHP dan tindak lanjut dan penatausahaan pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran.

· Penyusunan/ pengumpulan/ pengolahan/ updating/ analisa/ monitoring data dan statistik, evaluasi laporan kegiatan, pembinaan dan monitoring/ evaluasi pelaksanaan SAP 

· Penyusunan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Rekonsiliasi LRA dan Neraca, Sistem Pejabat Inti Satker, Sistem Informasi Manajemen BUMN Perum.

· Kajian sistem keuangan dan penganggaran sesuai UU No 17 tahun 2003, Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Administrasi Keuangan Negara kajian Formulasi Penentuan Nilai Satuan Biaya Pengelolaan SDA untuk PJT serta kajian kewajiban pelayanan umum dalam bidang SDA dan perkim

· Fasilitasi pengembangan badan usaha WS prioritas serta kerjasama antar intansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait

· Dukungan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Keuangan (Pengadaan Alat Pengolahan Data, Perlengkapan Sarana Gedung, Meubelair, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional)
	11 Permen

250 orang 

330 orang 

2 Laporan

38 Laporan

 4 laporan

4 produk/sistem

4 produk/ sistem

2 laporan
77 unit/bh
	1. Tersedianya Juknis/Juklak tentang Keuangan Negara

2. Terselenggaranya Diklat fungsional bidang Keuangan
3. Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan 

4.  Terselenggaranya penyuluhan dan penyebaran infor -masi tentang Keuangan

5. Terselenggaranya Pengembangan Kelembagaan

6. Terselenggaranya Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

7. Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan 

8. Terselenggaranya Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tindak lanjut 

9.  Terselenggaranya Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran

10. Tersedianya hasil penyususunan/ pengumpulan/ pengolahan/ analisis data dan statistik

11. Terselenggaranya evaluasi/laporan Kegiatan

12.Terselenggaranya Pengembangan SIM 

13. Terselenggaranya Studi Kebijakan

1. Terlaksananya kerjasama antar instansi pemerintah / swasta/lembaga terkait 
2. Terselenggaranya Pengembangan Kelembagaan

3. Tersedianya sarana dan Prasarana Dukungan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM keuangan
	11 kepmen

120 orang

150 orang

330 orang

2 Laporan

35 laporan

4 produk pembinaan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

3 laporan

4 produk/
sistem

4 produk
1 laporan
1 laporan
77 unit/bh


	917,780

460,200

695,208

986,148

502.664

380,428

700,000

500,000

175.000

284,000

1.000.000

1.457.000

950,000

175,000

650.000

881,000



	
	
	
	13. Terlaksananya pelayanan dan penyediaan data dan informasi bidang pekerjaan umum secara baik dan lengkap sesuai kebutuhan lingkup departemen dan masyarakat luas 


	Jumlah peta dasar digital wilayah perkotaan
	27 Peta dasar kota


	Tersedianya informasi spasial wilayah perkotaan
	100 %
	364.861

	
	
	
	
	Jumlah peta dasar digital wilayah kabupaten
	30 peta dasar kabupaten
	Tersedianya informasi spasial wilayah kabupaten
	100 %
	394.0660

	
	
	
	
	Jumlah peta dan informasi daerah bencana dan konflik


	10 peta lokasi dan informasi
	Tersedianya informasi spasial wilayah bencana dan konflik di seluruh Indonesia
	80 %
	788.000.

	
	
	
	
	Jumlah  buku informasi statistik infrastruktur PU


	1 buku informasi statistik
	Tersedianya data dan informasi statistik mendukung infrastruktur PU seluruh Indonesia.
	80 %
	479.633

	
	
	
	
	Jumlah personil peserta pelatihan teknologi informasi dan komunikasi
	100 orang
	
	100 %
	129.863

	
	
	
	
	Jumlah pegawai yang terlayani


	120 orang
	Terselenggaranya pembayaran gaji pegawai dan operasional kantor ex. Pusdatin


	100 %
	4.806.139

	
	
	
	
	Jumlah  informasi yang dikembangkan

(kegiatan DIPA)

Inventarisasi dan Pengelolaan Data Kebijakan Terkait Bidang PU. (S)
Pengembangan Informasi dan Publikasi Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum.(S).
	2 Produk Informasi
	Informasi yang dapat diakses internet/media
	2 produk Informasi
	524,500

	
	
	
	
	1. Monitoring dan 

    evaluasi JDIH

2. Bintek JDIH


	15 kali

1 kali


	Rekomendasi dan Penyempurnaan JDIH

Tersedianya SDM JDIH
	15 provinsi

20 orang


	450.000



	
	
	
	14. Terselenggaranya administrasi penyiapan dan pemanfaatan kerjasama luar negeri 

	Jumlah kegiatan pendukung administrasi penyiapan dan pemanfaatan kerjasama LN


	2 dokumen usulan proyek PHLN

1 Aplikasi baru juknis Pengendalian Pembiayaan LN Bidang PU
	Usulan proyek PHLN yang diterima donor

Meningkatnya kualitas mekanisme pengendalian pembiayaan luar negeri bidang PU


	80%

80%


	650.000

700.000



	
	
	
	15. Terlaksananya penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kinerja para pelaku pembangunan di bidang pekerjaan umum


	Jumlah kegiatan pendukung peningkatan kapasitas dan kinerja para pelaku pembangunan bidang pekerjaan umum


	1 Laporan Peningkatan Sumber daya Pemuda
	Sumber daya pemuda, putra-putri pegawai di lingkungan Departemen PU yang sudah terlatih.


	80%


	300.000



	
	
	
	
	Jumlah modul standar nasional dan  muatan lokal yang dikembangkan, dan peningkatan kualitas sarana balai            


	15  jenis modul diklat  pusat dan balai

2 penataan perpustakaan,

Peningkatan prasarana dan sarana 13 balai 
	Jumlah kapasitas balai yang dapat ditingkatkan kapasitasnya melaluIi: 

-   Pengembangan Modul di masing-masing Balai

· Penataan perpustakaan/ dokumentasi, 

· peningkatan kualitas sarana untuk mendukung terlaksananya kegiatan diklat  yang dapat meningkatkan kompetensi peserta diklat
	Tersedianya 15 jenis modul diklat  

Tersedianya 2 perpustakaan yang  tertata dan menyediakan buku 15% 

Tersedia prasarana dan sarana diklat di 13 Balai
	5.428.625



	
	
	
	16. Terlaksananya tata laksana administasi dibidang kearsipan, perpustaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum


	Jumlah kegiatan pendukung  administrasi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan kampus Dep. PU


	Pengembangan

Sistem management kantor

Seluruh ruangan Biro

1 laporan pembuatan DED Kantor Dep. PU
	Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan perkantoran

Ketersediaan rencana detail pengembangan kantor DPU
	90%

100%
	1.350.000

1.200.000

	
	
	
	
	· Terwujudnya kebersihan dan keselamatan bangunan gedung halaman

· Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Satpam
	Luas gedung pusat dan R Patah

120 Satpam peralatan tradisional, 30 Satpam peralatan modern
	Memberikan rasa nyaman

Memberikan rasa aman  bekerja


	Produktivitas karyawan meningkat

Tertib parkir dan tindak kriminal menurun

	4.000.000

	
	
	
	
	· Terwujudnya penyem-purnaan produk kebijakan dan pengaturan 

· Terselenggaranya Desiminasi dan sosialisasi produk kebijakan dan peraturan
	1 produk pengaturan

35 orang 
	Pedoman menjadi acuan kearsipan

Meningkatkan SDM kearsipan


	SK Menteri

Terselengga-ranya pelatihan

	1.000.000

	
	
	
	
	· Terwujudnya pengembangan SIM elektronika

· Terselenggaranya pelaksanaan tata usaha dan tertib adm.

· Terselenggaranya pengiriman rutin surat/kawat/buletin
	1 Laporan.

1 Laporan.

1 Laporan
	Konsep SIM elektronika

Meningkatnya tertib adm. Kepegawaian

Meningkatnya SDM

Laporan tahunan Setjen

Produk statuter/non statuter
Pengiriman surat
	1 Laporan

Produktivitas kerja sekretaris dan arsiparis meningkat
	

	
	
	
	
	· Terwujudnya perawatan kendaraan secara kontinyu

· Pengembangan Poliklinik

·  Kualitas pelayanan  meningkat
	 35 kendaraan Bus

Jumlah pasien poliklinik bertambah

Seluruh karyawan setjen
	Memberikan kemudahan akses ke kantor

Meningkatkan kesehatan 

Memberikan kesejahteraan
	22 kompleks Perumahan PU

Jumlah pasien poliklinik bertambah

Seluruh karyawan setjen
	29.000.000

	
	
	Mengembangkan sistem informasi dan meningkatkan transparansi, efesiensi, dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi yang bebas KKN


	17.  Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Departemen Pekerjaan Umum

	Jumlah laporan penyusunan indikator sasaran dan indikator keberhasilan


	1 Penyusunan LAKIP Biro PKLN
1 Indikator 

	Jumlah dokumen pengukuran indikator kinerja yang dapat dimanfaatkan

Terwujudnya hasil pengukuran kinerja Biro PKLN

Tersedianya indikator efektivitas prasarana sebagai masukan penyusunan program pembangunan


	100%

40%


	1.140.000

450.000

564.000



	
	
	
	18. Terlaksananya Fungsi Komunikasi dan Informasi Publik/Kehumasan secara baik dan profesional
	Penyelenggaraan kegiatan: 

· jumpa pers

· dialog interaktif TV dan  Radio 

· feature film

· pameran
	12 kali

12 kali TV 

9 kali radio

2 buah

3 kali
	Kehadiran infrastruktur dapat dirasakan masyarakat, dan memacu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya.
	80%
	648.164

	
	
	
	
	Pemberitaan kegiatan kunjungan kerja pimpinan Departemen pada:

· Surat Kabar

· Televisi

Dokumentasi kegiatan kunjungan kerja berupa:

· Dokumen grafis (foto)

· Dokumen audio visual (film/video)
	20 x 5

20 kali

20 produk
20 produk
	Kehadiran infrastruktur dapat dirasakan masyarakat, dan masyarakat turut berperan aktif baik dalam perencanaan,  pembangunan, maupun pemeliharaannya.
	80%
	390.293

	
	
	
	
	Pembuatan dan penayangan  film iklan layanan masyarakat
	4 produk PSA

4 produk penayangan
	Kebijakan, program, dan kegiatan PU dipahami dan didukung masyarakat
	70 %
	1.428.944

	
	
	
	
	Penyelenggaraan orientasi wartawan bidang PU


	2 kali
	Media massa semakin memahami lingkup tugas PU


	80 %
	218.960

	
	
	
	19. Terwujudnya sarana publiklasi departemen dan bahan laporan Pimpinan departemen secara berkesinambungan dan tepat sesuai isu strategis
	Penyusunan dan Penyampaian laporan pimpinan departemen pada: 

· sidang kabinet
· rakor bersama kementerian koordinasi dan kementerian/ lembaga lain

· rapat dengar pendapat bersama lembaga legislatif 


	28.000 exp lap

40 kali

160 kali

10 kali
	Informasi kebijakan, program, dan kegiatan Departemen PU terlaporkan secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh bidang/sektor lain
	80 %
	372.348

	3

	Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan 

ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.


	Mengembangkan kebijakan pembangunan bidang PU serta sistem perencanaan yang terintegrasi dan sistem 

pemrograman yang sinkron
	1. Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Negara (Diklat Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional) untuk 18.545 orang
	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Teknis, dan Diklat Rintisan  

(kegiatan DIPA)

1. Pelaksanaan Diklat Teknis di 13 Balai Diklat (S)

2. Pelaksanaan Diklat Orientasi CPNS di Pusat (S)


	96 Angkatan 

1 Angkatan


	Tersedianya jumlah pegawai yang dapat melaksanakan kegiatan teknis bidang ke-PU-an
	Diklat Teknis 2.770 orang,  

Diklat  Orientasi CPNS :  357 orang


	6.337.470



	
	
	
	2.   Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kebijakan pembangunan bidang PU di daerah serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengacu paradigma baru dan era otonomi daerah
	Jumlah konsep pengaturan perundang-undangan yang telah dianalisis (kegiatan DIPA)

Penyusunan naskah  Akademik Pengembangan dan Pengelolaan

Perkotaan. (K).
	1 Konsep Peraturan Per-UU-an


	Jumlah konsep perundang undangan yang menjadi produk hukum
	1 Produk Hukum 
	400.000



	
	
	
	
	Penyusunan peraturan pengadaan barang/jasa, dan pemahamannya, penyusunan juklak e procurement, dan penyelesaiaan sanggahan pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen PU;

1. Survey data penyusunan program

2. Analisa/Pengkajian pengembangan pedoman dokumentasi kontrak bidang pengairan

3. Analisa/Pengkajian kebijakanperencanaan dan penerapan hukum di bidang pengairan
	1. Kebijakan

2. Monitor-

  ing dan 

  evaluasi

Monitoring dan evaluasi program

Kebijakan

Kebijakan

Kebijakan
	Tersedianya pedoman pelaksanaan e-procurement

Tersediannya hasil monitor dan evaluasi

Rekomendasi Penyempurnaan Program

Tersedianya pedoman dokumen kontrak pengairan

Tersedianya pedoman dokumen kontrak bidang pengairan

Tersedianya pedoman perencanaan penerapan hukum  bidang pengairan


	Rapermen

27 provinsi

Rapermen

Rapermen

Rapermen
	450.000

316.462

895.521

788.017

250.000

	
	
	
	
	Jumlah Pedoman AKIP Pusdiklat Balai   


	1Pedoman Penyusunan AKIP

1 Laporan Pelaksanaan akreditasi Lembaga Diklat PNS

	Tersedianya pedoman yang dapat diiplementasi untuk menyusun AKIP Pusdiklat Balai, dan akreditasi Balai untuk melaksanakan Diklat
	1 Pedoman

1 Laporan
	147.500

	
	
	
	
	Jumlah laporan kajian terhadap peraturan

(kegiatan DIPA)

1. Kajian peraturan pengelolaan tanah dan bangunan

	1 laporan
	Tersedianya pedoman/ rekomendasi peraturan bidang pengelolaan BM/KM berupa tanah dan bangunan


	100%
	100.000

	
	
	
	3.Terselengaranya Pendidikan Keahlian Teknik Bidang PU ( Program D III, D IV dan Magister ) untuk 1.991 orang
	Jumlah Karya Siswa yang mengikuti Pendididkan Keahliah Teknik bidang PU 


	3 jenis Pendidikan

1. Diploma III

2. Diploma IV

3. Magister
	Jumlah Pegawai yang mempunyai kompetensi keahlian teknik PU yang telah lulus pendidikan keahlian teknik bidang PU
	1. Diploma III 76 org 

2. Diploma IV 72 org

3. Magister 248 0rg 
	Di Pusditek

(Aparatur)

	
	
	
	4.   Peningkatan kualitas SDM bagi pengelola PNBP (450 orang), penguasaan PNBP (1200 orang), kewirausahaan dalam pengelolaan BUMN (200 orang) dan pengelolaan keuangan (760 orang) dan dukungan kegiatan peningkatan kualitas SDM Keuangan.


	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi keuangan dan perbendaharaan negara

(kegiatan DIPA)

1. Sosialisasi keuangan dan perbendaharaan negara
	70  orang


	Lancarnya pelaksanaan anggaran 2005 dan penyusunan RKKL 2006


	80%


	400.000



	
	
	
	
	Jumlah pegawai yang mengikuti     

· Diklat PNBP 

· BUMN

· Keuangan
	1. Dikltat PNBP 330 orang

2.Diklat  BUMN 40   orang

3. Diklat Keuangan  152
	Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan pengelolaan PNBP, BUMN dan Administrasi Keuangan
	1. Dikltat PNBP 330 orang

2.Diklat  BUMN 40   orang

3. Diklat Keuangan  152
	Di Biro Keuangan

	
	
	
	5.  Terselenggaranya berbagai pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka menunjang tugas pimpinan untuk 2.800 orang
	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis  (kegiatan DIPA)

1. Diklat Kepemimpinan Pengelolaan Kota/Wilayah (S)

2. Pengiriman pengajar/ staf mengikuti Diklat, Seminar, dll, 88 Org (S)
	20 orang

88 orang
	Tersedianya pegawai yg dapat melaksanakan tugas sesuai kompetensi teknisnya
	20 orang

88 orang
	461.369



	
	
	
	6.  Tersusunnya program dan anggaran tahunan untuk 5 TA beserta dokumen pendukungnya (RKA-KL dan DIPA) (Setjen)


	Jumlah laporan pendukung penyusunan program dan anggaran


	3 Laporan

1 Program dan anggaran pembangunan

1 Penilaian usulan kegiatan penanganan darurat dep. PU 2005

1 laporan sosialisasi RKAKAL
	Jumlah laporan yang dapat diimplementasi dan termanfaatkan dalam penyusunan program dan anggaran

Terselenggaranya proses penganggaran bidang PU Tahun 2006

Peningkatan efektivitas dalam penanganan darurat DPU

Meningkatnya kemampuan SDM dalam aplikasi RKAKL
	100%

80%

90%
	2.950.000

1.550.000

550.000

850.000



	
	
	
	7.  Tersusunnya Renstra DPU 2005 -2009 pada april tahun pertama serta review di tahun ke-2 s/d tahun ke-5

	Jumlah kebijakan yang telah dianalisis

1. Penyusunan rencana strategis 2005-2009 (S)

2. Sinkronisasi program dan integrasi rencana kawasan khusus (S)

3. Penyusunan Kriteria DAK tahun 2006 (S).

4. Kajian efektivitas & efisiensi satuan kerja Dep. PU (S)

5. Kajian rencana kerja sektoral dep PU (S)

6. Pembuatan Rencana Kebun Raya Bukit Sari Jambi

7. Pembuatan Master Plan Lapangan banteng

8. Pembuatan DED Kawasan Wisata Pengging

9. Sosialisasi & Diskusi Master Plan Kawasan Wisata, Kebon Raya dan Istana

10. Pembinaan Pemantauan dan Pengendalian PMU Kawasan Wisata, Kebon Raya dan Istana Tahun Anggaran 2005


	 10 Laporan

1 Renstra 2005-2009

1 laporan sinkronisasi program integrasi rencana kawasan khusus

1 laporan kriteria DAK 2006

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan


	Jumlah kebijakan yang dapat diimplementasi

· Efektivitas Pembangunan Bidang PU Jangka Menengah & tahunan

· Terwujudnya dokumen sinkronisasi program kawasan khusus

· Efektivitas dalam pengalokasian DAK bidang infrastruktur

· Tersedianya rumusan Satker Dep. PU yang efektif dan efisien

· Efektivitas implementasi RTKS

· Tersedianya dokumen Rencana Kebun Raya Bukit Sari Jambi

· Tersedianya Master Plan Lapangan Banteng 

· Tersedianya dokumen Kawasan Wisata Pengging

· Peningkatan  pemahaman ttg master plan Kawasan Wisata, Kebon Raya dan istana 

· Meningkatnya pemahaman dalam pengembangan kawasan wisata, istana dan kebun raya
	80%

90%

90%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%


	(10.654.000)

250.000

1.120

637.000

545.000

551.000

1.600.000

600.000

1.300.000

1.480.000

2.571.000



	
	
	
	8. Terselenggaranya koordinasi program dan kebijakan pemanfaatan kerjasama luar negeri

	Tersedianya informasi dan laporan pemantauan hasil-hasil pembangunan prasarana yang dibiayai dari dana pinjaman luar negeri di lingkungan Dep. PU.

a. Peningkatan kualitas informasi penyusunan dan penerbitan buku profil PLN Dep. PU Tahun 2000-2005 (S)

b. Penyusunan progres dan kinerja pelaksanaan dan pemanfaatan proyek PLN


	2 Laporan

1 laporan

1 laporan


	Tersedianya dokumentasi hasil pelaksanaan dan pengendalian proyek pinjaman luar negeri Dep. PU

Meningkatnya  informasi profil PLN Dep. PU 2000-2005

Meningkatkan pemantauan dan perumusan tindak turun tangan pelaksanaan pemanfaatan proyek PLN
	90%

90%


	1.600.000

800.000

800.000



	
	
	
	9.  Terwujudnya kajian kebijakan strategis ke-PU-an  untuk jangka panjang dan menengah


	Jumlah kebijakan yang telah dianalisis
1.Penyusunan Kebijakan Pendayagnaan Pejabat Fungsional Dalam Penyelenggaraan bidang Ke-PU-an
2.Perumusan Kebijakan dan strategi Penyelelnggaraan PU.
3.Kajian Kebijakan Pengembangan Kinerja Sumber Daya manusia  Pusat Kajian Strategis Dep. PU. 
4.Penyusunan model Indikator dan korelasi Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU.
5.Pengkajian Kebijakan Bidang Ke-PU-an Dalam Pengelolaan DAS
 6. Pengkajian Pola Pertumbuhan Kota Terhadap Pengembangan sarana dan Prasarana PU.
7.Kajian Pola Sistem Penyelenggaraan PU sesuai Dengan UU N0. 17- Tahun 2004, UU No. 25 Thaun 2004 dan UU No.  32 Tahun 2004. 
8.Pengkajian dan Pengembangan Sistem Pembiayaan dan pola Investasi Pembangunan Infrastruktur PU. 


	  8 Kebijakan
	Jumlah Kebijakan yang dapat diimplementasi


	7 produk

Kebijakan
	3.072.200

	
	
	
	10. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kebijakan & keb teknis dan peraturan perundang-undangan bidang Pekerjaan Umum
	Jumlah kinerja kebijakan yang telah dievaluasi
1.Penyusunan Lakip Departemen PU.
2. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Bid. PU. 

3.Evaluasi Pengembanagn Sistem AKIP Dep. PU

	3 Kebijakan
	Jumlah evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti
	3 Kebijakan
	784.700

	
	
	
	
	Jumlah perundang undangan yang dievaluasi

1. Evaluasi Kebijakan Regulasi Pusat dan Daerah Terhadap Pelaksanaan UU SDA No. 7 tahun 2004

2. Penelaahan Implementasi Peraturan Per-UU-an Keuangan  Negara

	2 Produk Hukum
	Jumlah evaluasi PerUUan yang ditindaklanjuti
	 2 produk hukum
	586.200



	
	
	
	11. Terwujudnya kajian kebijakan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sebagai pilar pembangunan berkelanjutan (25 penelitian) dan dukungan kegiatan yang diperlukan
	Jumlah laporan pendukung kajian kebijakan

1. Strategi MDG dan penyusunan Modul Desiminasi


	1 Laporan 
	Tersedianya pedoman dalam sinkronisasi strategi kelembagaan MDG dalam bidang ke-PU-an


	100%


	500.000




Jakarta, 15 Agustus 2005

Sekretaris Jenderal
Roestam Sjarief
NIP. 110015116






*)  RENSTRA DEP. PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005 – 2009


**)  DIPA TAHUN 2005
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